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Nomor : 91/ KPPAD/ 11 /2026 Kepada
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Hibah Yth : BUPATI MEMPAWAH
Tahun 2027
Di -
MEMPAWAH
Dengan Hormat,

Dalam rangka menunjang Program dan Kegiatan Komisi Pengawasan Dan Perlindungan
Anak Indonesia Daerah (KPPAD) Kabupaten Mempawah serta untuk meningkatkan
penyelenggaraan Pengawasan dan Perlindungan anak, dengan ini kami mengajukan permohonan
Pencairan Dana Hibah untuk Tahun Anggaran 2027.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu Bupati kami ucapkan terimakasih.

KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

SEKRETARIS,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPKAD Kabupaten Mempawah di — Mempawah
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mempawah di — Mempawah




(KPPAD)
KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jl.Raden Kusno Mempawah (Kompleks Gedung eks RSUD dr Rubini), email kppadkabmempawah@gm:
No.Hp.08125719100 KODE POS 78912

PROPOSAL RENCANA ANGGARAN KEGIATAN
KOMIS! PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPPAD)
KAB. MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2027

BABI
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa serta negara, agar kelak
mampu bertanggung jawab serta berkontribusi dalam pembangunan. Setiap anak
sejatinya perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik secara mental, fisik, psikis dan yang terpenting
ialah dalam kehidupan sosial.

Namun saat ini, persoalan anak Indonesia makin hari dirasa semakin pelik dan
kompleks. Kompleksitas permasalahan perlindungan anak juga semakin meningkat,
baik secara kualitas maupun kuantitas. Terdapat banyak bentuk pelanggaran
terhadap hak-hak anak yang menyebabkan ragam penderitaan tindak kekerasan,
‘'pelecehan, penelantaran, pengeksploitasian dan banyak lagi bentuk-bentuk
pelanggarandan pengabaian hak-hak anak.

Prevalensi data dan korban kejahatan terhadap anak setiap tahunnya terjadi
peningkatan. Hal ini menyebabkan semakin rentannya kondisi anak, mengingat anak
merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial.
Bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran hak-hak anak akan memberikan dampak
yang sangat buruk terutama dari sisi psikologis, sehingga akan menjadi mata rantai
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kejahatan dan penyimpangan yang sulit terputus dan terulang di masa yang akan
datang.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan
anak melalui pemberian jaminan, khususnya perihal pemenuhan hak-hak dasarnya
tanpa perlakuan diskriminatif. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pasal 28 ayat 2, bahwa "Setiap anak
berhak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi".

Negara telah mengupayakan untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap anak.
Maka dari itu pula, pembinaan dan perlindungan anak haruslah menjadi tugas utama
seluruh komponen bangsa, tidak hanya tanggung jawab oleh pemerintah pusat
melainkan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan terutama orang tua selaku
keluarga terdekat.

Hal ini dengan tegas diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
Terutama di pasal 20, disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah,
masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelengaraan perlindungan anak. Kabupaten Mempawah merupakan
salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi
terutama tindak kekerasan seksual.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan agenda yang sangat mendesak
untuk dilakukan, mengimgat pesan strategis anak sebagai investasi masa depan
bangsa. Perlindungan hak-hak anak ini dijamin oleh Undang-Undang agar anak dapat
hidup dengan kemerdekaan penuh dan dalam kegembiraan, oleh karena itu sangat
penting bagi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) dengan
difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah melakukan kegiatan pembelaan
dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Mempawah.




1.2 KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK KPPAD
a. Kedudukan KI"PAD

KPPAD adalah Lembaga independent yang dibentuk oleh Gubemur,
Bupati/Walikota untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan pelindungan anak di
daerah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
pada Pasal 74 Ayat (2) menyatakan"Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat
membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) atau Lembaga lainya yang
sejenis untuk mendukung pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

b. Tugas Pokok KPPAD
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) bertugas :

1). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak
anak di daerah.

2) Memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan
tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak didaerahnya.

4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai
pelanggaran Hak Anak di daerahnya.

5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak.

6) Melakukan kerjasama dengan Lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang
Perlindungan Anak,

7) Memberikan laporan dan pendampingan anak kepada pihak berwajib tentang
adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak

13 TUJUAN DAN SASARAN
a Tujuan
Tujuan KPPAD  Kabupaten =~ Mempawah adalah meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan anak demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlaq mulia dan Sejahtera




b. Sasaran

1.4

Sasaran KPPAD sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, ditujukan pada:
1) Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

2) Pemerintah/Instansi-instansi terkait
3) Orang Tua dan Masyarakat secara umum

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN KPPAD
Pelaksanaan program kegiatan KPPAD Kabupaten Mempawah akan dilaksanakan pada bulan

Januari - Desember 2027

Mempawah, 18 Februari 2026

Ketua Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak




KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
(KPPAD)
KABUPATEN MEMPAWAH

sehetariat Jl.Rnden Kusno Mempawah (Kompleks Gedung eks RSUD dr Rubln!). email Mmmm

No. Hp 08125719100 KODE POS 78912

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. KUSMAYADI

Tempat Tanggal Lahir : Mempawah, 7 Oktober 1965

Jabatan : Ketua KPPAD Kabupaten Mempawah
Bertindak untuk dan atas nama : KPPAD Kabupaten Mempawah

Sehubungan dengan proposal yang kami ajukan kepada Ibu Bupati Mempawah :

Tanggal : 18 Februari 2026

Kegiatan : Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah
(KPPAD) Kabupaten Mempawah Tahun 2023

Penanggung Jawab : Drs. Kusmayadi

Alamat Sekretariat : J1. Raden Kusno, Kompleks Gedung eks RSUD
dr.Rubini Mempawah

Dengan ini menyatakan bahwa apabila proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan dana
Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka kami siap membuat laporan pertanggungjawaban setiap
penggunaan dana tersebut.

Mempawah, 18 Februari 2026

Ketua KPPAD

Q. wah
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RANCANGAN ANGGARAN BIAYA
KOMIS| PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPPAD)

KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2027

NO URAIAN RINCIAN JUMLAH

1. |PENGUATAN KELEMBAGAAN Rp  230.000.000
3. Insentif Komisioner KPPAD Rp  180.000.000

- Ketua 1 Orang x 12 Bulan Rp 5.000.000 Rp 60.000.000

- Komisioner 2 Orang x 12 Bulan Rp 3.500.000 Rp 84.000.000

~ Tenaga Kesekretariatan 1 Orang x 12 Bulan Rp 3.000.000 Rp 36.000.000

b. Perjalanan Dinas Rp  50.000.000

- Perjalanan Dinas Biasa 1 Taﬁun X Rp 50:.000.000 Rp 50.000:000

2. |BELANJA KESEKRETARIATAN Rp 10.000.000
- Fotocopy 10000 lbr x Rp 500 Rp 5.000.000

- Alat Tulis Kantor 1 Tahun x Rp 5.000.000 Rp : 5.000.000

3. |BELANJA INVENTARIS KANTOR Rp 20.000.000
- Pengadaan PC 3 Rp 10.000.000 Rp  20.000.000

4. |FASILITASI PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS 1 Tahun x Rp 50.000.000 Rp 50.000.000
S. |SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK 1 Tahun x 9 kec Rp 10.000.000 Rp 90.000.000

TOTAL

Rp 400.000.000
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MEMPAWAH

Képada Yth ’Bupati Mempawah

Mt;alm " Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah .
1) o ST | Kepala Dinas Sosial, PPPA. PMPD Kabupateri Mempawah
Nomor i 483/ 10/ DSPPPAPMPD g :

anggal 13k 3 Januari 2022
Sifat . Penting
Lampiran £,
Perihal . Dukungan dana oper -asional Komisi Perlindungan Anak

Indoniesia Daerah. (KPAID) Kabupaten Mempawah

s mengtamalkan 1ayanan penanganan kasus. Kekerasan
a . Dinag s ial; PEPA, PMPD

2. 'mgas KPAIY. aﬁalah menyelesaikan permasalalian yang berkaitan

dengan - anak, %aaik ztu dmk sebagai korban maupws anak yang

berhadapean depgan hul

3. Mengingat tugas. dan fangsi KPAID yang cukup berperan besar dan
‘ ) -\desus(.v,,; ik sgadaakan tetapi

PP‘PA PM'aan Pemdes Kab, Mempawah mels
memias Hmwrmum Komisioner KPAID setiap ‘bulannya.

4, Unmk saat ini KPAID. Kabupatet Mempawah. menerima dana hibah

dari Pamanmah Kabupaten Mempawah setiap 2 tahun sekali.

Pra Anggma

Berda:sazkan permasalahan tersebut diatas maka dapat disampaikan

perlu mmuk dibe"':{ 'ciané; opar asaonal yamg memadm

2, Dikarenskan kasus - kasus yang ditangani sangat penﬁing dan
mend ol makapsrlu Kiranya Dana Operasional: KPAID' slam bentuk
Hibah Jiberikan setiap tahun. * -~ .

s-Sosial, |
i Bxdang P‘PPA hanya '

ST



yang tempengarulii : |
KHya kesus - kasus yang ditangani oleh KPAID Kabupaten

o

Peinat gkat kesadaran masyarakat dalam menyikapi kasus-

yang terjadi di Kabupaten Mempawah menyebabkan
meningkatnya jumlah laporan yang diterima oleh KPAID Kabupaten
Mempawah.

ta yang ada, bahwa untuk meningkatkan pelayanan |
kekerasan terhadap anak maupun anak berhadapan '
fiakd' petlu adenya dukungan dana dalam rangka
ipénan untuk penanganan kesus-kasus kekerasan
ak yang berhadapan dengan hulum,

Me "2 peran KPAID dalam penanganan kasus-kasus
kekerasan terhadap anak dan anak berhadapan dengan hukum, besar

harapan kami agar pertimbangan ini dapat direalisasikan.

Saran Tindak,

Demikian disampaiken, selanjutnya kami mohon pertimbangan dan
kebijakan BupatiMempawah. = - -

.Sosial PPPAPMPD
\ A\74 ' '.‘

R —




SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 325 TAHUN 2022

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023-2027

Menimbang :

Mengingat

1.

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa sesuai dengan Kketentuan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi
Perlindungan Anak, perlu membentuk Komisi
Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2023-2027;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan
Keputusan Bupati Mempawah;

‘Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

" Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomwor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606},



S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801},

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757); -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322); .

9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2014 Nomor 2)

AT S i




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :  Membentuk Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023-2027 5
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Drs. Kusmayadi
Komisoner : Neneng Sulasmi, S.Sos, M.Si.
Komisioner : Ria Andini Safitri, ST

KEDUA : Tugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai
berikut :

a. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang Peraturan
Perundang-undangan yang  berkaitan  dengan
Perlindungan anak;

b. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan
masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak
anak kepada pihak berwenang;

C. Melakukan pengkajian Peraturan Perundang-
undangan, kebijakan pemerintah dan kondisi
pendukung lainnya baik dibidang sosial, ekonomi,
budaya dan agama;

d. Menyampaikan dan memberikan masukan, saran dan
pertimbangan = kepada berbagai pihak terutama
Bupati, DPRD dan instansi terkait dj tingkat
Kabupaten Mempawah;

e. Mengumpul data dan informasi tentang masalah

perlindungan anak; dan

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak.di Kabupaten Mempawah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2
Januari 2023, dengan ketentuan bahwa :
a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mempawah;

b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

=

Ditetapkan  di Mempawah
pada tanggal 19 - 12 - 2022

BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ERLINA

Salinan sesuaj dengan aslinya
KEPALA
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Mengingat

Lk
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. Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan

pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Talun 1948,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Noror

Daereh Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagal Undang-Undang (Lembaran
Negara Republile Indonesia Talun 1959 Nomor 72,
Tembahan Lembaren Negara Republik Indonesia
Nomor 1820} - .

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Letnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Letribaran Negara
‘Republik Indonesia Nornor 3019);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

/ Undeng-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

MHak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Letnbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomo: 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Takun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah  diubah  terakhir dengan
Undang-Unaang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembarén
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
fambahan Lembdran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844); -

.. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang

Kewargagegargan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tg.mba.b.an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634); ‘

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pcmbcnmkaﬁ Peraturan Perundang-undangan
%;:mbargi I\;ega,ra Republik Indonesia Tahun 2011
mor 82, Tambahan Lembaran N 1
Indonesia Nomor 3234}, AL



10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pengesahan Optional Protocs]l ¢ The Convention
On The Right Of The Child On The Sale Of
Children, Child Prostitution And Child Pornography
(Protokol  Opsional  Konvens; Hak-Hak Anak
Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan
Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

11.Undang-Undang Normor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Ardak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,
Tetnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Nomor 5334); :

12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang
Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

13.Peraturan Pemierintah Nomor 37 Takhun .2007
tedtang Pelak$anaaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2007
Nomgor 80, Tambuhan Lembaran ‘Negara Republik
Indonesia Nomor 47361

'14.Peratyran Pemerintah N¢mor 54 Tahun . 2007
tentang  Pelaksanaan Pengangkatan Anak

* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4768); :

IS.Peramuan'Pemeﬁnt&h Nomor 58 Tahun 2014
tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak
Menjadi Kabupaten Mempawah Dj Provinsi
Kalimantan Barat (Lembearan Negara Republik
Indonesia - Tahun 2014 Nomer 166, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5556);

I-G.Kepu:tusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36
'T"ahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The
ﬁga%s( Lif g‘he Child (Konvensi tentang Hak-hak
Anex) (Lembaran Negara Republik Indones; T
1990 Nomor 57); i it

1 7.K¢pa;‘1t*.usan'Presid-cn Nomor 77 tahun 2004 tentang
Kormnisi Perlindungan Anak Indonesia; i

18.Peraturan Menteri  Negara Pemberdayaan



Menetapkan

Negata Republik  Indonesia Pabun 2011

Nornor 857);

19 Peraturan Menteri ~ Negara  Pemberdayaan
Perempuan danl Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman
Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam
Rangka Perlindungan Anak (Berita = Negara

L Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 739);
00.Beraturan Béreama Menteri Hukum Dan Hak Asasi
- Manusa Republik Indonesia Dsri Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomotr 20 Tahun 2012

Notmor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi

Manusia Dalarn Pémbentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 1254);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan '
BUPATI MEMPAWAH
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
© ANAK '
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturart Daerah ini yang dimaksud dengan:

1:
2.

Dacrab adaled Kabupaten Mexnpawah. a5

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebggai unsur penyclenggara Pemerintah Daerah Kabupaten
Mempawall. i .

Pcmﬁrn_ltahan Daerah  adalah  penyelenggaraan urusan
pcmcrmtaihan oleh pemerintah daerah dan dewan
pemaldlan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip ¢tonomi seluas-luasnya dalam sistem
dfa;gipml?;p Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimeksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indenesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah '

o v Rak yang selanjutnya
?smgkaft DPRD edalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
erkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Anak adalah seseorang yan ]

e , : g  belum berusia 18 (delapan

b-éffa?} tebran, termasuk anak yang masih dalam kandungan. g




10.

i3

13.

14

15.

16.

125

18.

Anak 'Baiita adalah  anak yang berusia 0 sampai dengan S
tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.

Anak Usia Sekolah adalah anek yang berusia 6 sampai dengan 18
Analc Tetlantar adalah anak yang tdek terpenuhi kébutuh
bibingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan,
papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
Anak Yeng Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang
mengalami pefiakuan Sealah seperti dianiaya, dihina yang
tnernbahaysakan secara fisik, raental dan sosial anak.

Anak yang. membutubkan perlindungan khusus adalah anak
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak das kelompok minoritas dan . terisolasi, anak yang
tercksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak korban penyalahgunagn narkotika, alkohol,
psikotropiis den zat adikfif lainnya (NAPZA), anak korban
penculikagn, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan
fisik den/ataw mental, ansk yang menyandang cacat, dan anak
korban perlakuan salah dan penelantaran. ' -

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Anak Yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami
herabatan fisik dan/atau  mental sehingga mengganggu
pertumbulian dan perkembangannya secara wajar. -

Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari
lingleungan kekuasaan keluarga orang tua yang
sah/walinya/¢rang lain yang bertanggung jawab ates perawatan,
pendidikan dan pembeésaran anak tersebut kedalam lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan
keputusan/penetapan pengadilan negeri.

Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan,
perawatan, dén pendidikan secara berkesinambungan, pemberian
bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjainin tumbuh
kembang anak se¢ara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun
sosial. :
Hek Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijarmin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang. tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan negara.

chajiban' Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan
oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.

Perlindungen Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas,
tumbuh dan berkembang serta berpaitisipasi secara optimal sesuai
-dcnga;n harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
pcrhpdungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.

Panti Sésigl Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah
wa»dﬁ"h pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik




pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan

pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.

Panti Sosial Tamar Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat

PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan

ansk usia O-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyal

kemauan dan kemampuan Serta  kesempatan dalam  hal
perigasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan
pelayanan kelompok hermain.

20. Keljmpok ‘Bertain adalah wadah usaha kesejahteraan anak

' dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan
pendidikanh pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan
rmemasuli pendidikan dasar.

21. Peldyanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan
sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan
berkembang secara wajar, | B

22. Orang Tus adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah

 danyatau ibu tiri, atau gyah dan/atau ibu angkat.

23. Wak adalgh orang atau badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua teriladap anak.

24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari

. suarmi istéri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknye, atan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke

bawah sampai dengan derajat ketiga,

19.

:B%MS'H_
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak Dberasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anzk yang meliputi:

a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak; :

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;dan
d. penghargasn terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesu&i dengant harkat dan martabat kernanusiaan, serta
mendapat perlimdungan dari  kekerasan, diskriminasi, dan
keterlantaran demi terwujudnya enak yang beriman dan bertagwa,
cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.




BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Pényclcng.garaan Perlindungan Anak meliputi :
a. Perlindungan Anak bagi Anak Dalarn Kandungan;
b. Perlindungan Anak bagi Anak Balite;
¢. Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah;
d. Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar; dan
¢. Perlindungan Anek bagi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan

Khusus.

Perlindungan Anak bagi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan

e Khusus sebagaimana dirnaksud pada ayat (I ) huruf'e meliputi :
a. anak dallam si{uasi darurat;
b, anak yang berhadapan dengan hukum;
c. anak yang tercksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
d. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika’
dan zat adiktif lainaya (napza);
e. anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
f. - anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; |
g. anak yang berkebutuhan khusus; dan
h. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal S
Setiap anak berfiak: '
a. unmk dapsat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

secara wajar sesual harkat dan martabat kernanusiaan, serta
mendapat perlindungan dard tindak kekerasan, cksp101ta51 dan

keterlantaram;
atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

¢. untuk beribadah rnenurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang

tuanya sendiri;

memperoleh pelayanan kesehatan;

memperoleh v_p‘endidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat
umur, kondisi fisik dan menta), kecerdasan serta minat dan
bakatnya;

mcnyatakan dan didengar pcndapatnya serta menerima, mencari
dan mcmﬂam informasi;




h.

beristiralrat den memanfaatkan  waktu  luang, bermain,
berekrekreadi, berkréasi demi perigembangan diri;

memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalatn kegiatan
politik, pelibatan dalam sengketa DBersenjata, pelibatan dalam
kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung
unsur kekerasan, pelibatan dalam  pepérangan, sasaran
penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukurnan yang tidak
manusiawi den pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk;

! mcmi:\ero&ch pcrﬁn&ungan dani Yahaya rokok, pornografi dan

tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada
perubshan tiymbuh kembang anak; dan

. memperoleh hak-hak lainnya sesual dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 6

Setiap anak berhak:

°poop

(1)
(2)

(3)

)

untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan

menghormatiiorang tua, Wali dan guru;

mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
mencintai tapah ait, bangsa dan negarz,;

menunaikan ibedah sesuai ajaran agamanya; dan
melaksanakean etika dan akhlak yang mulia,

BAB V
IDENTITAS ANAK
Pasal 7 ‘
Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
akta kelahiran,

Pemnbuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keteranga.n dari
orang yang menysksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orané
tuanya tidak diketehui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran

orang yang

Pasal 8
Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah
dagrah. .

) Pembuatan dkta kelghiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus. diberikan paling lambat 60
tanggal digjultenirya permohorian.

Dalam rangka proses pengurusan pembuatan  akta kelahirgn

(énam puluh) hari terkitung sejak .




sebagaimana dirhaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

(4) Ketemtuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran
scbagaimm dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan scsuai dengan
peraturan perundsng-undangan. e

|

‘ BAB VI
’ PENGANGKATAN ANAK
! % Pasal 9

Pen-garxghtan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang
terbaik bagi anék dan dilekoukan berdasarkan adat kebiasaan setempat
dan-sesuai dengan ketentuan pératuran perundang-undangan.

Pasal 10
(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya
mengenai asa] usul dan orang tua kandungnya. 3

(2) Pemberitazhuan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan
" memperhatikan kesiapan mental anak.

RBAB VII
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 11

Pemerintgh Daerah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi
perlindungan apnak bagi anak dalam kandungan, anak balite, anak usia
sekolah, anak terlamtar, dan anak yang memerlukan perlindungan
khusus sesuai dengan peraturan perundarig-undangan.

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak bagi Anak Dalarn Kandungan
‘ Pasal 12

Perlindunigan anak bagi anak dalam kandungan melalui:
a. penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam

lkandungan;
b. penyediaan rnakanan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;
c. Pemberian pclayanan pencegahan aborsi;
d. gg;nbcrian peﬂayané.n proses persalinan yang cepat‘ dan bermutu;’
¢. pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan anak

saat proses persalinan dan setelah pasca persalinan.



(1)

(1)

Bagian Kedua
Ferlindungan Anak bagi Anak Balita
Pasal 13
Perlindungan anak bagi anak balita meliputi: e

-a. pemberian air susu ibu yang sempurna,

b. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
c. pernberian pclascanan program tumbuh kembang anak;
d. periyediaan termpat penitipan anak,

X pcnycdi@;&n tempat berrnain; dan

f. penyediaan ruangan khusus menvusul pada tempat-tempat
tertentu. ' :

Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalul
model Panti Sosial Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain.

Panti Sosigl Taman Penitipan Anak dan/atau Kelompok Bermain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah. memenuhi
persyaratan. sebagai benkut : :

a. telah terdaftar dan mendapat rel\.omvndam dari Satuan Kerja
Perangkat Pacrah terkait;

b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai
" untuk men;gelula PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan

c. memiliki sarana dan prasarana sesuai  dengan Pedoman
Pelayanan d1 P“"‘PA dan/atau Kelompok Bérmain.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah
Pasal 14

Perlindungan anak bagi anak usia sekoleh melalui:

. mendapatkan  perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau

pembimbingnya tanpa diskriminasi;
b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;

¢. mendapat bitnbingan agama d1 sekolah dan di lingkungan
masyarakat;

d. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi
kesehatan; ;

e. mendapat pendidikan wajib belajar sekurang-kurangnya 9
(sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan seckolah menengah
atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;

f. mendapatkan jaminan pendidikan;
g. mendapatkan bimbingan dan konseling;
h. penyediaan tempat bermair dan berolah raga yang memadal.



4!

apun wajib melindungi anak usia

7y Setiap orang dat/atau pthak man
@ S di lingkungan keluarga, sekolah

selolah dari tndakan kekerasan

dan rmasyarskat.

(3) Setiap orang dan/atau pihak raanapun wajib melindungi  anak
usia  sekelah darl tindakan memberhentikan dan atau
mengeluarkan anak dari sekolan dan menyebabkan anak putus

sekolah.

Bagian Keempat
'Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar &
Pasal 15

(1) Perlindur.gan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak
mempunyai kemlampuan untuk memelihara anak, dilaksanakan
melalui bentuk pelayanar Panti dan Non Pant.

(2) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak dan Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak baik milik Pemerintah Daerah maupun
masyarakat.

(3) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimeksud pada ayat (2)
dilaksanakan dalem lingkungan keluarga atau masyarakat yang
tidak berbentwk lembage.

(4) Rumah Perfinthungan Anak dan Lembaga Kesejabteraan Sosial Anak
milik ‘masyargkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memeriahi persyaratan sebagal berikut:

a. teleh terdsftar dan mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja
Perangkat Daergh térkait di Kabupaten/Kota; - ;

b. mermiliki Symber Daya Manusia dan sumber dana yang memadali
untuk mengelola Rumah Singgah dan Lembaga Kesejahteraan
Sesjal Anak; '

c. memiliki sgrang dan pragarana yang telah ditentukan dalam
Pedoman Petayanart Rumah Singgah dan Lembaga Kesejahteraan
Sosial Anak.:

i

Bagian Kelima
Perlindungan Anak bagi Anak Yang Membutuhkan
Perlindungar. Khusus
Paragraf Kesatu
Anak Dalam Situasi Darurat
Pasal 16

Pelayarga.;n bagi lanak dalam situasi darurat berupa pemenuhan
kebutuhgn‘dasx‘ar'ygng terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan,



R

bimbingen agerna, pelayanan Lesehatan, konseling psikélog, bantuan
hukum, kegiatan relreatif dan edukatif,

Paragraf Kedua
- Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Pasal 17

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dirdeksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi
anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak
pidatia, rmerupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah
Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan
masyarakat. s

(2) Penanganan anak-anak yang berhadap
dan pelaksamaan putusan hukum adaldh dengan
mengedepankan hak-hak anak.

an dengan proses hukum
tetap

(3) Perlindungarn khusus bagl anak yang berhadapan dengan
hukum sebagajmanea dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat

dan hak-hak anak;

b. penyedisan petugas pendarping khusus anak sejak dinj;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untulk kepc?étingan yang terbaik

bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus  menerus terhadap

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum,

f pemberian jaminan untuk mempertaharkan nubungan dengan
orang tua atau keluarga; dan ‘
perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
dan untuk menghindari labelisasi.

(4) Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum, aparat.
penegak hukurn tidak melakukan pemeriksaan justitia terhadap
anak tanpa sepengetahuan orang tua dan/atau wall.

(5) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
sebagaimana dirnaksud padg ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk kepentingan

tcrbaﬂ: bagi anak; ’

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media

massa dan untuk menghindari labelisasi; dan

c. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi fnengenai

perkembangan perkara.

g.




(1)

(3)

=5 : paragraf Ketiga
Anhk Yang Tereksploitasi Secara Bkonomi den/atau Seksual
- ~ Pasal 18
Perlindungar khusus bagi anak yang dicksploitasi secara ekonomi
dan/atau secksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2)
humfddﬁakukan relalui: : ‘
a. pc‘nycba.rluasan dan/atayu sosialisasi peraturan perunidang-
undangan yang berkajtan dengan perlindungan anak; :
b. pernantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
¢. pelibatan berbagai ifstansi pemerintah, perusahaan,
serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan
ekploitasi terhadap anak.
Setiap ¢rang dan/atau pihalk manapun dilarang melakukan
eksploitasi ekonbrni dan/ atau seksual komersil terhadap anak
sebageimana: dimeksud pada ayat (1). ;

Paragraf Keempat

Analk Korban Penyalahgﬁnaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika
' Dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 19

Perlindungan  khusus bagi anak yang menjadi  korban
penyalahgtinaan narkotika, alkolol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya sebagaimana dimaksud dalaun Pasal 4 ayat (2) huruf e, dan
terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan
melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi oleh Pemerintah Dacrah dan masyarakat.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja
menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan
analk dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adikdf lainnya ‘sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). f

Selain perlindungan khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1)
juga dilakuken upaya pencegahan secara prefentif.

Paragraf Kelima
Anak Korban Penculikan, Penjualan, Dan Perdagangan
Pasal 20

Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan
dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasar,
perlindungan, penceganan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi
oleh Pemerintgh Daerah dan Masyarakat.

Untuk melaksamakan upaya pencegahan terjadinya perdagangan
anak, sebaghimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah

'




(1)

bersama .sama dengan Kepolisiarn, Kejaksaan, Pengadilan,
masyarakat, dan organisasi sosial lainnya mengarnbil langkah
preventif  berupa sosialisasi dan/atau  kampanye tentang
pencegahan, penanggulangan dan  penghapusan  praktek
perdagangsm anak; , 3y
Perlindungan bagi enak korban perdagangan anak dilaksanakan
melalvi Rumiah Singgah dan/atau lembaga perlindungan anak
lainnya, melalui rujukan dari lembaga pereriritall maupun
masyarakat. g :
Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan berhak
memperoleh. perawatan. dan rehabilitasi baik fisik, psikis dan
reintegrast di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Paragraf Keenam
Anak Korban Kelkerasan Fisik dan/atau Mental
: | Pasal 21

Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf g memperoleh pelayanan rehabilitasi baik
fisik, psikjs ranpun sosial. :

Bentnk perlindungan sosial bagi ansk kortan tindak kekerasan

yaitu ' peleyapan sosial dasar. pendidikan, bimbingan agama,

pelayanan kesehatan, xonseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan
rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak
Kekerasan.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan
tindakan kekerasan terhadap anak.

Paragraf Ketujuh
Anak Yang Berkebutuhan Khusus
: . Pasal 22 :

Perlindungan ‘khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus
sc‘bagaimmd dithaksud dalam Pasal 4ayat (2) huruf h dilakukan
melalai upayal '
a. perlakusn gnak secars. manusiawi sesuai dengan martabat dan

hak angk;
b. pemenyhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
&, mc:ﬁnpcro}@h perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk

meneapal integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan

individu.
Setiz}pv orang dan/atay pihak manapun dilarang memperlakukan
anak berkebutuhan kbusus seccara  diskriminatif  dengan
mengabaikan pandangan mereka, termasuk labelisasi dan’

_penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan

khusus.



Paragraf Kedelapan
Anek Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran
Pasal 23

(1) Pcrli:idungaﬁ' khusus bagl . anak korban perlakuan salah
sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dilakukan
melali penigawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan,
membiarkah, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalarn situasi
perizkuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ~

' Bagian Kelima
i Fasilitas Rehabilitasi dan Reintegrasi
| Pasal 24

(1) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus disediakan fasilitas
rehabilitasi-den reintegrasi sosial. :

(2) Fasilitas rehabilitasi sebagairnuna disebutkan pada ayat (1) berupa
rumeah perlindungan dan pembinaan analk.

BAB V1II
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Pertama
Umuzn
Pasal 25 : ,

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban
dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. |

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
: Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. menghormati . dan menjemin hak asasi setiap anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, gelongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dem bahasa, status anak, urutan kelahiran' anak, dan:
kondisi fisik daz1/atau mental;

b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak
dengan ‘mcmpc‘rhati}‘c&n hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau
orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

¢. mengawasi p¢myelcnggaraan perlindungan anak;dan

d. menjaim'n ' apak untuk dan mempergunakan haknya dalam
mexmyamp-a;kan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.



(1)

(2)

(2)

u, ' Bagiad Ketiga
MM dan Tanggung Jawab Masyerakat
: ; Pasal 27
Masy;amka'!t depat berperan serta membantu upaya pencegahan dan
penanganan korben kekerasan terhadap anak. :
Pcrm serta .n;asyara.kat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. memberikan ~ informasi dan/atau melaporkan setiap kekerasan
yang diketahruinye; - '
b. memberikan perlindungan bagi korban;
¢. memberikan pettolongan dararat;
d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat
tentang penenganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
e membantu dalam proses pémulangan den reintegrasi sosial.

» Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dza Orang Tua
Pasal 28

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. melincung, mengasuh, ‘memelihara dan ~nendidik anak serta
tdak boleh disakiti secara fisik, psikis maupun kekerasan
verbal;

b. menumbyhkembangkan anak seésnai dergan kemampuan,
bakat danr minatnya; dan

c. mencegah terjadinya perkawinarn pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidek ada, atau tidak diketahui keberadaannya,
atau karena suata sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibarn dan
tanggung jawabnya, maka Kkewsjiban dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. :

BAB IX
KOMIS(I PENGAWASAN PERLI'NDUNGAN ANAK DAERAH
Pasal 29

Untuk menjarnin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan
anak, maka dibentuk Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak
Deereh yang_hcrsif&t independer. s

Keanggotaan Kornisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah
beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang terdiri:

a. ketua;
b. wakil ketig; dan




L
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c. anggota. A

(3) Keanggotaan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah terdiri
dari Unsur Pemerintah dan/étau tokoh agama dan/atau tokoh
masyarakat, dan/atau crganisasi svsial dan/atau organisasi
kemasyarakatan dan/atau organisasi profesi dan/atau lembaga
swadaya masyarakat dan/atau dunila usaha dan/atau kelompok
masyaraket yang péduli terhadap perlindungan anak.

(4) Keanggotaan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah,

diangkat dam diberhentikan cleh Bupati, setelah mendapat
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, untuk
masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 -

(sat) kali masa jebatan.

' ¥ pasaﬂ 30

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah bertugas :

a. melakukan sosiglisasi seluruh ketentuan perundatig-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan anak, rnenguthpulkan data
dan informasi menerima pengaduan masyarakat, melakukan
penclaghan,; ' pemantavan, evaluasi dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak;

b. 'memﬁeﬁkmﬁ laporan, saran dan masukan kepada Bupati dalam
rangka perlindungan anak; dan -

c. keténtuan Iicbih lagjuf ' mengenali, pémbentukan, susunan
organisasi, dan mekanisme kerja Komisi Pengawasan Pérlindungan
Anak Darerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31.

(1) Untuk kelancaran. pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan dan
Periindungan Anak, Pemerintah Dacrah membentuk Scktretariat
Kornisi Pengawasean Perlindungan Anék Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengendl, susunan organisasi, pembiayaan
dan mekanisme keérja Komisj dan Sekretariat Komisi Penngawasan
Perliridungan Anak Daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN
’ Pasal 32

Segala biaya yamg timbul dengsn ditetapkan peraturan daerah ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah
Kabupaten Mempawah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak
mengikat. '



(1)

BAB X1

PENYIDIKAN

Pasal 33

nyidik Pegawal Negeri Sipil (PPNS) di

lingkungan Pemetrintah Daerah Kabupaten Mempawah, tindak

pidena $¢bagaimana cimaksud dalarn Peraturan Daerah ini dapat
juga dilakukean oleh Penyidik Umum.

Dalarn rmelaksanakan (ugas penyidikan, para Pej

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), berwenang:

a. renerima laporan atau pengaduan darl seseorang tentang
adanya tindak pidana;

b. melakukarn tindakan pertama pa
dan melaloukan pemeriksaan;

c. mengintérogasi seorang tersangka dan memeriksa
pcngcm\hﬂim tersangka;

d. melalulan penyitaan benda dan /atau surat;

e. mengamBil sidik jari dan memotret s€sCOrang;

f memanggl orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersanghaiatan salest;, .

g. mendatanigkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan
dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadaken pénghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau
peristiwa 'tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjytnya melahi Penyidik Umum memberitahukan hal

tersebut kepada. penuntut wmum, tersangka atau keluarganya,

dan

Selain oleh Pejabat Pe

abat penyidik

da saat jtu di tempat kejadian

tanda

,

i méngaﬂalﬁcan tindaken lain menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawebkaa.

BAB XIL
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 18 gyat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22
ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 6 bulan dan/atau dends paling banyak
Rp. 50.000.000,- (ima puluh juta rupiah;. :

Tindak Pidena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
peclanggaran.

S_elam tmdak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak
pidana lain yeng mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan
dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




i

4 BAB XIII'
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan
sejak diundangkanaya Peraturan Daerah ini.

’,

Pcratur.a#’x Pelalnsanaan
paling lama 1 (sétu) tahrun

_ Pasal 36
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar -setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerth ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mempawah. ‘

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-7-2014

BUPATI MEMPAWAH,
TTD

RIA NORSAN
Diundangkan di Mempawah
pada tenggal  23-7- 2014
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ttd.

FIRMAN JULI PURK ;
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesnai denigan askinya
'KEPALA BAGIANHUKUM,

 JULISURYADIB .
NIP. 19650717 199203 1 013




ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

. UMUM !

s karunia Tuhan Yang Maha Esa,
na dalam dirinya melekat harkat,,
ia yang harus dijunjung tinggi.

Anak adalah amanah sekaligu
yang sctiantiasé harus kita jaga kare
martabat, dan hak-hak sebagal manus
Hak asasi anak meérupakan bagian dari hak asasi manusia yang
termuat dalam Unddng-Undang Dasar 1945 dan Kénvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa
dan berriegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus
cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dap berkembang, berpartisipasi  Serta berhak atas
perlindungan dagi tinddk kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil
dan kebebasan. ‘ :

Perlindungan terhadap hak-
peraturan perundang-undangan an

hak anak telah diatur dalam banyak
_ tare lain Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tznfang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan lain-lain. Tetapi
hak amak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-
undangan tersebut térnyata masih perlu disesuaikan dengan kondisi di
daerah. | R :

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan
perlindungan kepada anak disebabkan posisi mereka yang sangat
rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Diperlukan sebuah
peraturan perundang-undangan yang bersifat affirmatif untuk
melindungi dan menjamin hak-hak anak-anak agar mereka
memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang yang layak.

pemenuhan Hak anak merupakan tuigas dan tanggung jawab
bersama’ antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, magyarakat pada umumnya, cdunia usaha, serta
a khusus aktif di dalam pemenuhan hak-

lembaga-lembaga yang secar
hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan
Daerah ini meliputi antara lain: '
2. Perlindungan Anak bagi-Anak Dalam Kandungan;
b. Perlindungan Apak bagi Anak Balita; i
. _ Il'_ 1o . L g
c. Perhndungzmﬁnak bagi Anak Usia Sekolah;
d, Perfinchangas Anak bagi Anak Terlantar; dan
e. Perlﬁu@ungaﬂ;x ‘Anak bagi Anak Yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

i
)




Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimgksud déngan “non diskriminasi” adalah sikap dan

' perlakuen terhedap anak tanpa mermbedakan suku, agama, ras,

golorigan, jenis kelamin, etais, budaya dan bahasa, status hukurmn
dan kondisi fisik maupun mental.

Yazg_‘_:‘ sksud dengan “Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak’
adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut anak yang
dilakukan oleh Pemerintah, masysrakat, badan legislatif dan
badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus.
menjadi pettimbangan utama.

Yang dimaksud dengan “Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, -
dan Perkémbangan” adalah hak asasi yang paling meéndasar bagi
anak . yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua.

Yang dirmaksud dengan “Penghargaan Terhadap Pendapat Anak”
adalah penghormatan. atas hak-hak anak untuk berpartisipasi
dan menyatdkan pendapatnya dalam pengambilan keputusan
terutama. jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi
kehjdupanmnya. ,

Pasal 3

Cuimp jelas.
Pasal 4

Quku.p jelas.
Pasal 5

- Cukup jelas.

Pasal 6

Cuicap jelas,
Pasal 7 |

Cukup jelas.
Pasal 8 '

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12



T T

Cukup jelas.
Pasal 13
CL.lcup jelés.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas. -
Pasal 16 |
Vang dimdksud dengan “Anak Dalam Situasi Darurat” adalah
amak yang berada delam situasi dan kondisi yang membahayakan

dirﬁuya seperti ‘anak korban kerusuhan, anak yang menjadi
anals korban bencana alam dan anak dalam konflik

penigungsi,
Pasal 17 i
Avat (1} |
Culazp jelas.
Ayat (2)
Cukip; jelas.
Ayat (3)
Huruf :c.
Yang dimaksud dengan “Sarana dan Prasarana Khusus”
adalah sarana | prasarana khusus urituk pelayanan anak.

Pasal 18

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “Anak Yang Tereksploitasi Ekonomi”
adajah’ anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan .
oleh areng tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau
dibayar. i
’ang dimaksud dengan “anak Yang Tereksploitasi Seksual”

. adalab penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan

imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli |
jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang
memperdleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak
tersebut.

Ayat (2)
Culazp jelas,
Pausl 19
Ayat (1)
Yang dimeksud dengan “pnak Yang Menjadi Kesban

Penryalghgunaan NAPZA” adalah anak yang menderita
ketergantungan térhadap NAPZA yang disebabkan oleh




‘Ayat (3)

. penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendirt ataupun
karenia dorongan atau paksaen orang lain.
' Yang Gimaksud dengan “Zat Adikti( Lainnya” adalah zat atau
. bahan lain bukan narkotika dan - psikotropika yang
| berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan
. ketergantungan. - .
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
' Yang dimaksud dengan “Perdagangan Anak” adalah tindak
pidana atan perbuatan yang tnemenuhi saldh satu atau lebih
unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan
. anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman
kekeérasan, penipvan, - penculikan, penyekapan,

penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatar posisi kerentanan

atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat
mengeksploitasi anak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4}
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Anak Korban Tindak Kekerasan”
. adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara
fisik, mental dan sosial. '
Ayat (2)
Cutup jelas.
Cukup jelas.
Pasal 22
Culcup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)



P

Yang .dimaksud dengan «anak Korban Perlakuan Salah’
adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai
~dengan hak-hak anak.
Ayat (2) '
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Yahg = dimaksud dengan “pant Rehabilitasi” adalah
. sarama/fesilitas yang disediakan bemerinitah atau swasta
untuk. menampung anek-agnak terlantar atau anak yang
- bermpagalah dan atau anak yang berkonflik dengan hukum
untukidilakukan pembinadn.
Yang dimeksud dengan “Reintegrasi  Sosial” adalah
. pelayanan  kepada anek dalam bentuk pendampingan
psikosostal, konseling  trauma, konseling perubahan
: r, shelter/rumah perlindungan, rehabilitasi dan
penyediagn alat bantu bagi anak cacat, pendampingan
hukum dan advokasi, dan pelayanan pendidikan.’

. Yang dimaksud dengan “Pemeriksaan Justitia” adalah proses

perneriksaan terhadap kasus anak yang berkonflik dengan.
hukum dengar memtimbangkan kepentingan terbaik anak
dan tetap berasaskan keadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 25

Culcup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Culoap jelas.
Pasal 29 :
Pasal 33 ,

Cukup jelas.
Pasa; 31

Cukup jelas. |
Pasal 32

Cukup jelas.



Pasal 33
Cukup jelas.
: Pagal 34
i Cukup jelss.
Pasal 85 '
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2014 NOMOR 2




PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR

KELURAHAN TERUSAN

Alamat Kantor : JI. Raden Kusno No. 50 Mempawah Kode Pos 78912

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.4.4 /o4b/ Kemasy

Yang bertanda tangan dibawabh ini :
aNama . RIA RAMADANTI, A.Md

b. Jabatan : Kasi Kemasyarakatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama . KUSMAYADI

b. Nik : 6102010710650003

c.  Jenis Kelamin : Laki-Laki

d. Tempat dan Tanggal Lahir :  Mempawah, 07 Oktober 1965

¢. Kewarganegaraan . Indonesia

f  Agama . Islam

g.  Pekerjaan :  Wiraswasta

h.  Alamat : BTN Bhayangkara D 24 Rt.003/Rw.014
Kel.Terusan Kec.  Mempawah  Hilir
Kab.Mempawah.

Keterangan Lain-Lain :

1. Bahwa nama yang tersebut diatas benar Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan
Anak  Daerah  (KPPAD) Kabupaten Mempawah Nomor  Surat
02/ KPPADKAB.MPW/1/2026.

2. Bahwa benar Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)
Kabupaten Mempawah berdomisili di Jalan Raden Kusno (Kompleks Gedung Eks
RSUD Dr. Rubini Mempawah) Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir

Kabupaten Mempawabh.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mempawah, 21 Januari 2026
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PEMERINTAH PAWAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

‘JI. Raden Kusno Kode Pos 78911
MEMPAWAH:

SURAT KETERANGAN
Nomor : 200.1.4.4/ 058 /Kesbangpol-C/2026

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan !¢
il sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan |
il Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas |
¥ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi |
i Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomér 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan &
¢! Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah |
= Nomor 2 Tahun 2014 tanggal, 23 Juli 2014 tentang KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ¢
@ ANAK DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH, Surat Permohonan Ketua Komisi Pengawasan Dan :
& Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Mempawah Nomor: 02/KPPAD.KABMPW/I1/2026 tanggal, 13 !
it Februari 2026 Perihal Permohonan -‘Penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi |;
¥ Kemasyarakatan, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen, oleh Badan Kesatuan Bangsa I
{i§| dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini menyatakan bahwa : g

Nama Organisasi :  KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

Bidang Kegiatan . Pelayanan Masyarakat

Periode 1 2 Tahun (2023-2027)

Ketua . Drs. KUSMAYADI B

Sekretaris - - NENENG SULASMI, S.Sos.l, M.Si

5§ Bendahara . RIA ANDINI SAFITRI, ST- i .

& Alamat : JL. RADEN KUSNO NOMOR 1 KELURAN TERUSAN KECAMATAN

A MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana m'estinya.

- Mempawah, 24 Februari 2026
- Plt. KEPALA BADAN-KE

f# Tembusan : .
i 1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Um ;
?j 2. Kaban Kesbangpol Provinsi Kalbar di Pontianak. -
¥ 3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);




PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAN
DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

- ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

JALAN RADEN KUSNO - MEMPAWAH (Kompleks Gedung eks RSUD dr. Rubini)
TELP.(0561) 691969, FAX (0561) 691485 KODE POS. 78912

SURAT PERJANJIAN
Nomor : 000.1.4/034/DSPPPAPMPD-A

TENTANG

PINJAM PAKAI RUANGAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
KABUPATEN MEMPAWAH

Pada hari ini Jumat Taflggal Dua Butan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami
yang bertanda tangan dibawah :

NAMA : Drs. ROHMAT EFFENDY, MM )

JABATAN . Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan.-' Anak, 'Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah

ALAMAT : Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawsgh selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA
NAMA : Drs. KUSMAYADI
JABATAN : Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Mempawah ° :
l ALAMAT : Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah

Bertindak untuk dan atas nama qunisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Mempawah selanjutnya disebut PITHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA memang benar memiliki bangunan yang terletak di Jalan Raden Kusno
No.l Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Bangunan
tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah serta tercatat pada
Buku Inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam hal Pemanfaatan Barang
. Milik Daerah, berupa Pinjam Pakai Ruangan milik Pemerintah Kabupaten Mempawah,
} dengan ketentuan sebagal berikut :

+ Pasall
* Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian ini tintuk pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)
berupa Pinjam Pakai Ruangan berada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Peremupuan Dan
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Jalan Raden Kusno
No. 1, Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.




Pasal 2
Bentuk Kegiatan Dan Tanggungjawab

(1)PIHAK PERTAMA memberikan izin' pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa pinjam
pakai ruangan konseling di Dinas Soslal, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa yang sebagaimana dimaksud
pasal 1 kepada PTHAK KEDUA untuk dimanfaatkan/dikelola sebagai ruangan Sekretariat
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Mempawah.

(2)PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memindahtangankan atau mengalihfungsikan
penggunaan Barang Milik Daerah dlmaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuaan
dari PIHAK PERTAMA.

(3)Terhitung sejak d1tandatangamnya per_]anJ1an ini PIHAK KEDUA wajib memelihara dan
menjaga keamanan dengan baik. =

' Pasal 3
Jangka Waktu

Jangka waktu pemanfaatan ruangan dipakai 1 (satu) Tahun se_]ak tanggal 2 Januari 2026 -
31 Desember 2026.

Pasal 4
. Lain-lain

(1)Hal-hal yang belum tercakup atau adanya perubahan dalam perjanjian ini akan diatur
dan diperbaiki seperlunya dan tidak terlepas dari surat perjanjian ini.

2 Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak d1tandatangam oleh PARA PIHAK dan dibuat
dalam rangkap 2 (dua) masing- masmg bermaterai dan diberikan cap/stempel PARA PIHAK
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. A

(3)Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan perjanjian ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini, kami sepakati untuk dilaksanakan sebagain"xana yang diperjanjikan.

PIHAK KEDUA K ol PIHAK PERTAMA
Ketua KPPAD . -Kepala Dinas Sosial, PPPA, PM dan Pemdes
Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah

BUMIAN

~__SEPULUH mip

Drs. ROHM%T EFFgNDY MM

NIP 19660515 199302 1 003
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a PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH
NIK : L102074108830005
HNama - NENENG SULASMI, S SOS.I, M.SI
TompaUTgl Lahir - PARIT KURUS, 01-08-1983
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nP ' P KPP PRATAMA KUBU RAYVA
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Kantor Cabang 5025425342 : ! |

e “p;‘{"{l K“BU?HIEH AL TEREAR
Nomor Rekening : :
Nama :

fg{__‘_.),_._ - 4 .__,.*_;..__.__-_-,_v_.d.ﬂ—:—f _.‘h:_f'_:"__d‘—h_l
: ! 7D p,mqfcvgfvn; %rdw\"F
I PERHATIAN

® MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK

= ! = JIKABUKUTABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPO
= ; TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA

: 8 BAGI YANG MENEMUKAN BU
! KANTOR/CABANG BANK KALBAR,

. ==l
‘ = TRANSAKS| PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN PG, Sy
s : DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU

= MOHON DATANG KE BANK KAL

RKAN KEPADA CABANG

KU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA

BARTERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENC?F’Q;

e —

SALDO TABUNGAN ANDA i
- SANDI TRANSAKSI . 5
= 01 = SETOR TUNAI . 07 = KOREKS| DEBET \Q-*
_—_ 02 = TARIK TUNA 13 = TOLAK KLIRING B " :
= 03 = SETORKLIRING 14 = PB.DEBET . TS. A 0 4 7 5 8 TRt
. 04 = PBKREDIT 16 = PAJAK BUNG;\ :

05 = HADIAH UNDIAN 17 = KOREKSI KREDIT :
06 = BUNGA 198 = BIAYAADMINISTRASI

TOTII




